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KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres tentang
RPJMN Tahun 2015-2019 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/Prt/M/2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tahun 2015-2019. Reviu Rencana Strategis tersebut disusun sebagai salah satu
wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
dibidang pembiayaan perumahan. Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahanini mengelaborasi program pembiayaan yang digunakan
sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus sebagai penetapan kinerja
dalam pelaksanaan program. Akhir kata, Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat
digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
di tetapkan dan kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Reviu Rencana Strategis ini serta semoga semoga Reviu
Rencana Strategis dapat memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran dan tujuan
Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan.

PIt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahaan

Dr. Khalawi AH.

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan -



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....oootiiieieeieie ettt s et s ettt i
DN o N = 1] PP PPPPTRRPPIIN I
DAFTAR GAMBAR .ttt e e e e e e e e e e e e ii
BAB |  PENDAHULUAN ... e e e e e e e eaa e 1
1.1 KONAIST UMUIM L. e 1
1.2 Potensi dan Permasalahan .............ccccccooiiiiiiiiiiieee e 3
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN. ...t e e aa e 9
2.1 Tujuan UNit OrganiSaSi.......uueieeeeeeieiiiiiiiee e e e e eeeeeeiie s e e e e e e e e eearaa e e e e e e eeeaanns 9
2.2 Sasaran Program Uit OrganiSaSi.......ccceeeeeeeieriiruiiiiiieeeeeeeieiiiiiiseeeeeeeeennnns 9
BAB Il ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN ...t 10
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian..............cccoooovvvvviiiiiiiiiieeeeeeeennn, 10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi ...........ccccceeveeeieeieeieeeeeeeeee 14
3.3 Kerangka REQUIASI .........uuuuiiiiiiiiiiiee et 21
3.4 Kerangka Kelembagaan ... 22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..., 23
R - V0 1= N 1= - USSP 23
4.2 Kerangka Pendanaan ..........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 23
BAB V' PENUTUR ... eaa s 24
LAMPIR AN e et e e e et et et e et e e e e e e e e ern e aeee

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan n



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat........... ... 9
GAMBAR 2.2 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan ... 22

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan n



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
Dukungan Kementerian PUPR terhadap sasaran pokok RPJMN 2015-2019 untuk

pembangunan manusia dan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan cakupan
pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan
perdesaan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan Kebutuhan air minum,
peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan
pemenuhan akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik
melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan
perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan
rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan
pembiayaan perumahan.

Sedangkan untuk kebijakan dukungan prioritas pembangunan nasional dalam
pembangunan manusia dan masyarakat oleh Kementerian PUPR diarahkan untuk
meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat (terutama masyarakat
berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman dan
perumahan yang memadai.

Selaras dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019:
Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas
hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua,
yang dilaksanakan melalui sasaran strategis “Meningkatnya dukungan layanan
infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.

Beberapa capaian strategis yang telah dicapai untuk pengembangan pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman antara lain: pengembangan kebijakan yang
terkait dengan bantuan pembiayaan perumahan yang semula memakai skim subsidi
menjadi bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), disahkannya

Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
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Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana substansi
pendanaan dan sistem pembiayaan menjadi salah satu bab tersendiri dalam kedua UU
tersebut.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif

untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membeli rumah
kurang sebanding dengan peningkatan harga jual rumah
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar US dan meningkatnya harga
jual bahan bakar minyak memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat,
khususnya MBR. Dampak yang sangat terasa adalah pada lapisan masyarakat
yang rentan, yaitu masyarakat pekerja di mana resiko pemutusan hubungan kerja
sangat mungkin terjadi pada mereka. Resiko ini memberikan dampak pada
kemampuan atau daya beli (purchasing power) untuk sektor perumahan.

2. Penggalangan, Pemupukan dan Pemanfaatan dana yang belum optimal
Dana-dana di luar APBN masih sangat terbuka kemungkinannya untuk digalang,
dipupuk dan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan perumahan, baik yang
bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dana-dana tersebut bersumber
dari dana masyarakat, dana tabungan perumahan, dana asuransi,dana pensiun dan
dana-dana lainnya.

3. Pengelolaan dana secara berkesinambungan
Dana-dana yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan kawasan
permukiman sangatlah terbatas. Saat ini, dana yang digunakan untuk bantuan
pembiayaan perumahan bagi MBR, sebagian besar berasal dari dana APBN yang
semakin lama semakin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu, kedepan
pengelolaan dana yang ada harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini
perlu didukung dengan berbagai aturan yang memberikan peluang untuk mengelola
dana- dana secara lebih fleksibel, tidak hanya yang bersumber dari dana APBN,
tetapi juga dari dana-dana non APBN.

4. Sinergi antara stakeholders pembiayaan perumahan yang belum optimal
Sistem pembiayaan perum ahan mestinya didukung oleh seluruh  stakeholders

pembiayaan perumahan. Namun sampai saat ini hal itu masih belum sepenuhnya
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terjadi. Sehingga masih sering dijumpai hal-hal yang menghambat sistem
pembiayaan perumahan seperti: belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber
dana jangka panjang, perangkat peraturan yang belum mendukung operasionalisasi
pasar pembiayaan sekunder perumahan, pasar pembiayaan primer perumahan
yang belum efisien, dan belum sepenuhnya penerapan pembangunan perumahan

yang berbasis kawasan permukiman.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatnya dukungan pembiayaan rumah
yang layak huni dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Sumber-Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui
pelembagaan yang terintegrasi.
e Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui
penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN yang dipadukan
dengan dana bank penerbit KPR dengan menggunakan metode blended financing.
Dengan blended financing diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat diturunkan,
khususnya untuk KPR yang diperuntukkan bagi MBR. Dengan kebijakan ini
diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat ditekan dan dipertahankan dengan 1
(satu) digit sepanjang masa tenor pinjaman. Ke depan diupayakan agar sumber
pembiayaan FLPP tidak hanya sebatas dari dana APBN namun juga melibatkan
dana-dana jangka panjang lainnya seperti danaTaperum-PNS atau lainnya.
e Tabungan Perumahan

Tabungan Perumahan merupakan pelembagaan pembiayaan perumahan dimana
masyarakat melakukan kontribusi dengan membayar iuran sebelum mendapatkan
KPR. Tabungan Perumahan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu
Tabungan Wajib Perumahan (compulsory saving), Perjanjian Tabungan Uang
Muka dan Cicilan (contractual saving), dan tabungan sukarela perumahan
(voluntary saving for housing).

Tabungan perumahan merupakan salah satu konsep mobilisasi dana masyarakat
melalui cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Khusus untuk
contractual saving Pemerintah dapat saja memberikan insentif atas nilai uang

yang ditabung oleh masyarakat. Dengan contractual saving, masyarakat
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mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk
memanfaatkan fasilitas kredit dari LIJK (dalam hal ini Bank) dengan keuntungan-
keuntungan tertentu, seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, masa
pinjaman yang bisa lebih lama, dan lain sebagainya.

Bank sebagai pengelola contractual saving menerima tabungan dari masyarakat.
Tabungan tersebut dikenakan bunga tertentu dan ditambah dengan dana
pendamping dari Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif pada
masyarakat untuk menabung uang muka pada Bank sebelum mendapatkan
fasilitas pinjaman perumahan (KPR) dari Bank tersebut.

Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang

Muka (SBUM)

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam mendukung Program Satu juta Rumah selain
melaksanakan program FLPP juga memiliki program Subsidi Selisih Bunga (SSB)
dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). SSB adalah Pemerintah menetapkan
suku bunga 5% flat kepada debitur yang memperoleh rumah melalui KPR
bersubsidi, sisa bunga yang ditetapkan oleh Bank Penyalur ditanggung oleh
Pemerintah. SBUM merupakan bentuk subsidi Pemerintah kepada debitur yang
mengambil KPR bersubsidi (FLPP dan SSB) sebagai bentuk kemudahan kepada
debitur dalam rangka memperoleh rumah. Kedua program tersebut menggunakan
mata anggaran BA. 999.07. Peraturan Menteriyang berkaitan dengan penyaluran
bantuan subsidi yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang
Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang mulai diberlakukan 45 (empat puluh lima) hari
kalender sejak diundangkan tanggal 14 Juli 2016.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

(BP2BT)

Skema pembiayaan perumahan melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah bantuan pemerintah bagi MBR yang
mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/ pembiayaan

Bank Pelaksana. Dana BP2BT yang ditabungkan pemohon di bank digunakan

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan n



untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian
biaya atas pembangunan rumah swadaya. Dana ini kemudian disebut sebagai
dana swadaya masyarakat, yaitu dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai
kontribusi dalam pemenuhan sebagian uang muka atas pembelian rumah atau
sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya. Skema ini dibuat untuk
menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dengan profesi sebagai
pekerja formal maupun informal selama masih termasuk ke dalam batasan

penghasilan yang telah ditetapkan.

2. Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan
BTN pertama kali menyalurkan KPR bersubsidi pada tahun 1976, tepatnya pada

tanggal 10 Desember 1976. Pada waktu itu, Bank BTN menerbitkan KPR untuk 17
unit rumah dengan total nilai kredit sebesar Rp 37 juta. Bank BTN ditunjuk sebagai
Bank untuk membiayai pembangunan perumahan berdasarkan SK Menkeu No.
B.49/MK/1/1974. Mengingat Bank BTN mempunyai pengalaman yang sangat panjang
dalam pembiayaan perumahan (KPR program), maka untuk mendukung pembiayaan
perumahan bagi MBR Pemerintah dapat mendorong Bank BTN menjadi bank yang
fokus dalam pembiayaan perumahan. Sebagai bank fokus dalam pembiayaan
perumahan Bank BTN dapat memiliki portfolio pembiayaan perumahan hingga 85%.
Sementara bank umum terkendala regulasi karena portofolio mereka maksimal
hanya 20% di KPR. Dengan langkah ini diharapkan pembiayaan bagi penyediaan
rumah bagi MBR dapat dipenuhi.

3. Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/
Multifinance)
Dalam upaya membuka lebih banyak lagi akses MBR ke lembaga pembiayaan, maka

Pemerintah dapat memperluas kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB)
baik Bank Umum Nasional, BPD maupun BPR, atau dengan Lembaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi dan microfinance.

4. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
pembiayaan perumahan
Untuk menyalurkan bantuan FLPP Pemerintah telah membentuk BLU — Pusat

Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP). Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem
pembiayaan perumahan nasional yang berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan

kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR. Sampai dengan akhir tahun 2014 BLU-
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PPP sudah mengelola dana sebesar Rp 15,524 Trilliun. Adapun unit rumah yang
sudah terfasilitasi KPR-FLPP sebanyak 346.282 unit.

Ke depan pelembagaan BLU-PPP harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan
Provinsi atau Kabupaten/ Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang
besar. Penerapan BLU di daerah (BLUD) dapat menjadi instrumen dalam mengelola
anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

. Pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD
Dana-dana yang ada di Badan Usaha Milik Negara  dan Perusahaan-

Perusahaan Swasta pada dasarnya dapat dimanfaatkan baik melalui Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun program Corporate Social
Responsibility (CSR). Program Kemitraan merupakan program perguliran dana
sedangkan Bina Lingkungan merupakan program dana hibah. Saat ini, pemanfaatan
dana yang ada di Perusahaan-Perusahaan, baik BUMN maupun Swasta, masih
belum optimal khususnya untuk pembiayaan maupun pendanaan perumahan. Skema
pembiayaan non APBN/APBD yang dapat dimafaatkan adalah KPBU. Pelaksanaan
skema KPBU sebagai bentuk pendanaan alternatif di mana didalamnya terdapat
keterlibatan swasta.

. Perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan
kota/kabupaten.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Pemda) perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/ kabupaten. Dalam rangka
menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemda tentunya harus berperan aktif
membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi supply maupun
demand. Peran aktif Pemda dari sisi supply antara lain dapat berupa:

I. Pemberian kemudahan dalam perizinan;

ii. Penyediaan PSU;

iii. Perintisan (penyediaan) Land Banking; dan

iv. Penetapan zonasi untuk rumah sejahtera.
Sedangkan dari sisi demand, Pemda dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk
bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan
pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam upaya membantu agar

pemberian bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel dan lebih
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tepat sasaran maka Pemerintah akan mengembangkan berbagai instrument yang
dapat dijadikan landasan oleh Pemda dalam menentukan masyarakat mana
yang menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan. Instrument tersebut salah
satunya “housing queue”.

Housing queue adalah suatu alat ukur untuk menentukan kebijakan pemberian
bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai
hal, yaitu antara lain tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, besar keluarga dan
pendapatan. Selain instrument di atas, Pemerintah juga akan menyiapkan
instrument lain untuk membantu Pemda seperti indeks keterjangkauan (1K)
dan analisis kelayakan finansial untuk investasi pembangunan berbasis

kawasan.

Pada periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah
dilakukan upaya-upaya antara lain (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk
pembiayaan perumahan; (2) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan
Swadaya dengan sebanyak 23.772 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
dengan capaian sebanyak 266.370 unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak
62.909 unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian
sebanyak 44.242 bidang; dan (3) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan
jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan melalui pola
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 158.727 dan sebesar
366.303 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka (SSB, BUM).

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan pembiayaan rumah yang

layak huni dan berkelanjutan.

e Faktor kemiskinan menyebabkan kurangnya daya beli atau kemampuan
masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tinggal di Rumah Tidak Layak
Huni/RTLH yang  berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan

menciptakan kawasan permukiman kumuh baru;
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Keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan kurangnya kontribusi
Pemda dalam pembiayaan perumahan yang seharusnya juga menjadi prioritas
Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah belum optimal berperan aktif membantu
pemenuhan bantuan likuiditas perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi supply
maupun demand;

Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) masih menjadi
persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat
berpendapatan rendah (MBR);

Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh
regulasi  yang bersifat  insentif  ditambah rendahnya keterjangkauan
(affordability) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu
penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni
terlebih di area perkotaan.

Kurangnya dukungan kebijakan serta kurangnya koordinasi kelembagaan dalam
pembiayaan perumahan: (1). Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam
pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah Daerah, (2). Masih terbatasnya bantuan
pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk
masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi
masyarakat berpenghasilan rendah; (3). Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga
keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility) terutama keluarga di sektor
informal; (4). Masih terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan akibat
sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan

perumahan (sustainability);
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

2.1 TUJUAN UNIT ORGANISASI

Tujuan Dlrektorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam menyediakan
pembiayaan perumahan adalah Menyelenggarakan pembangunan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar
yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
“‘infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:*“Meningkatnya

dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.

2.2 SASARAN PROGRAM UNIT ORGANISASI

Sasaran program Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam peta strategis
Kementerian PUPR adalah meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak
huni dan berkelanjutan yang dielaborasi menjadi 2 outcome :
1. Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni
rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan;
2. Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan
pembiayaan perumahan.

Managan Ataheholders an customer yang harus dgenuby

Moningkatnya kehandalan intrastruktur PUPR datam .
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) daeesh, stor dan
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Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian
Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok
pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan
dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema
pembangunan serta quickwin, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma
Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu
meliputi :
Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan
kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah
yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru
maupun yang sudah berjalan.
Kedua. Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka
kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun
kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan
memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung, diarahkan
dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk
mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.
Ketiga. Setiap langkah penyusunan rencana, program dan Kkegiatan prioritas
mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur
bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat
dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.
Keempat. Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses
partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan
memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara
proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan
pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta

pencapaian kinerja yang terukur.

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan



Kelima. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
disinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antar pemerintahan dan
antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun 2015-2019.
Keenam. Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah
diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan
nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019. Hingga paruh waktu periode RPJMN
2015-2019, pencapaian semua dimenpembangunan secara keseluruhan sampai dengan
juni tahun 2017 adalah 46,11% tercapai/ on track/ on trend sisanya 40,41% masih
memerlukan kerja keras dan 13,48% sulit untuk dari over total. Untuk dapat
merealisasikannya hingga 100% tercapai/ on track/on trend pada tahun 2019
merupakan tantangan yang besar. Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dan
strategi untuk menyelesaikan sisa target RPJMN tahun 2015-2019 hingga akhir periode
tahun 2019, diantaranya dengan membentuk task force untuk mengawal sasaran pokok
RPJMN yang sulit tercapai serta percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional
sesuai amanat Perpres 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek
Strategi Nasional. Tantangan besar lainnya adalah alternatif skema dari sumber
pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah mendorong mengoptimalkan
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, terutama Kerjasama Pemerintah Swasta agar
dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta
badan usaha melalui perapendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT. SMI
dan anaperusahaannya PT. IIF dan PT. PIl serta Swasta yang masing-masing sebagai
instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur serta mekanisme
pemberian insentif bagi PJPK dalam melaksanakan kerjasama.

Pertama. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan
minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan
kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air
baku untuk segala kebutuhan, peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan
pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta
peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
Kedua. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan

minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna
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meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemantapan dan
konektivitas jalan nasional untuk menurunkasn waktu tempuh pada koridor utama, serta
peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;
Ketiga. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan
minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui
peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi
peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan
pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat
tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan
pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat
berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan
dan pembiayaan perumahan.

Keempat. Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi
pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti
pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang
kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Kelima. Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui
strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR
dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun
perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan
Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta
peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Keenam. Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan

pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang

Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan



berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik,
sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna
mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efiesien,
transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas
pertanggungj awaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber
daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan
IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, peningkatan kualitas layanan teknis bidang
PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana
aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan
pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak
guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur
untuk semua. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman
dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan
pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta
percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat denganmenekankan keunggulan kompetitif
perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia
berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi
secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan
pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat
berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan,
serta pulau-pulau terluar, serta program Kkegiatan percepatan proyek strategis
pembangunan nasional, melalui (a). Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan
permukiman kumuh perkotaan, dancakupan pelayanan akses sanitasi; (b). Peningkatan
penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan
tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang

layak huni; serta (c).Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni
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3.2

danberkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan
perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan

pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan
berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas
pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan
dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan
kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan
pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a).
kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang
berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis
Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan
10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas,
termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal,
dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program
kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan
tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan
tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta

pendekatan demand management dengan prioritas nasional, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk fasilitasi pembiayaan
perumahan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;

2. Pengembangan multi sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dengan
pengembangan perumahan secara utuh dan seimbang;

3. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan yang meliputi (1)
Pengembangan skema dan sumber pembiayaan, (2). Perluasan penyaluran

bantuan pembiayaan.
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. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan
pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun,
serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional
baik di dalam WPS maupun antar WPS.

. Penyelenggaraaan pengembangan pembiayaan perumahan dengan
pendekatan pemberdayaan seluruh stakeholders melalui pemberdayaan K/L
terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam
pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan
ketentuan regulasi sebagai stmulant bagi Pengembang untuk meningkatkan
komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan.

. Peningkatan fasilitas likuiditas, bantuan stimulant pembangunan rumah swadaya
untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan
terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang
memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara
berkeadilan.

. Perluasan akses pembiayaan perumahan terhadap tempat tinggal yang layak,
aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non
MBR secara berkeadilan untuk mendapatkan peningkatan kualitas hunian rumah
swadaya melalui pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran,
mengembangakan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi
buruh/karyawannya, serta kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang
terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan.

. Peningkatan dukungan pembiayaan baik dari fasilitasi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian
baru (sewa/milik).

. Pengembangan skema dan sumber pembiayaan lain untuk untuk mengatasi

gap pembiayaan pembangunan perumahan.
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Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan pembiayaan perumahan adalah
sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan pembiayaan
perumahan, alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras
percepatan guna mencapai target di tahun 2019 perlu diiupayakan skema dan
sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar target dapat
tercapai sesuai proyeksi.

2. Penurunan backlog rumah MBR sebesar 2,2 juta menjadi tanggung jawab
pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR, K/L lain, dan APBD pemerintah
daerah tertentu maupun melalui DAK). Penurunan backlog rumah MBR yang
menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, yang dilakukan melalui bantuan
penyaluran FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT adalah sebesar 1.350.000 unit. Untuk
dapat memenuhi penurunan backlog, Diten Pembiayan Perumahan harus
memastikan pendanaan serta kerja keras untuk penyaluran bantuan FLPP dan
SSB, SBUM, BP2BT tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian
PUPR meliputi bantuan FLPP sebanyak 142.972 unit dan SSB, SBUM, BP2BT
sebanyak 307.246 unit sehingga total unit hingga tahun 2019 sebanyak
922.754 unit tersalurkan, serta refocussing tambahan kerja keras untuk tahun
2018 dan 2019 menyalurkan bantuan FLPP setidaknya untuk 181.092 unit.

strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud di atas adalah

sebagai berikut:

1. Menyusun dan diseminasi Norma, Peraturan dan Kriteria (NPK) di bidang
pembiayaan perumahan, termasuk rumusan atas turunan peraturan perundang-
undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;

2. Meningkatkan jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses
lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan model (skema) pembiayaan

yang semakin sesuai, terjangkau, cepat dan berkelanjutan;
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10.

11.

12.

13.

14.

. Melaksanakan dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan

operasionalisasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan
sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan
mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang

untuk pembiayaan perumahan,;

. Menyediakan infrastruktur operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

bagi pembiayaan perumahan, atau setidaknya mengintegrasikan tabungan

perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

. Meningkatkan peran/partisipasi dan kapasitas LKB khususnya peran Bank BTN yang

lebih besar, LKBB, dan stakeholders dalam pembiayaan perumahan rakyat dengan

tetap memperhatikan aspek good governance;

. Mengembangkan pola-pola bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien

dan efektif;

. Meningkatkan penempatan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi,

Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana Tabungan Wajib
Perumahan (TWP) TNI/POLRI) dalam instrument keuangan yang mendukung

pembiayaan pembangunan perumahan;

. Melaksanakan bantuan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi

pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 unit;

. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi

pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 unit;
Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan
KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 unit;

Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit
Konstruksi sebanyak 6.000 unit;

Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR
Swadaya sebanyak 450.000 unit;

Melaksanakan bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit Pengembangan regulasi
dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan
kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;

Meningkatkan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum baik untuk rumah tapak

maupun rumah susun;
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15. Mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan
akuntabel;

16. Bantuan pembiayaan bagi pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya
(KPR-FLPP Rumah Swadaya): Penyiapan infrastruktur dan skema pembiayaan,
khususnya bagi MBR yang bekerja pada sektor Informal,

17. Menyiapkan sistem delivery KPR-FLPP Rumah Swadaya,;

18. Merintis kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk penerbitan KPR-FLPP
Rumah Meningkatkan peran Bank BTN yang lebih besar dalam menunjang
pembiayaan perumahan rakyat;

19. Meningkatkan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan
nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (refinancing);
insfrastruktur operasionalisasi Tapera seperti pembentukanlembaga pengelola
dan peraturan perundang-undangan atau mendorongintegrasi tabungan perumahan
rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Menempatkan dana
jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana
Taperum- PNS, dan dan TWP TNI/POLRI) pada instrument keuangan yang
mendukung pembiayaan perumahan,;

20. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya
melalui perintisan penerbitan obligasi daerah, perintisan penerapan pembiayaan
swadaya mikro perumahan dan penerapan BLUD pembiayaan perumahan melalui:
sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan penyiapan kelembagaan.

21. KPR-FLPP Rumah Umum:

a) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait
untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;

b) Memperluas skema pembiayaan (sisi demand dan supply);

c) Mengembangkan skema bantuan uang muka untuk kelompok MBR tertentu

d) Mendorong pembentukan lembaga Multifinance khusus KPR program;

e) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;

f) Meningkatkan Sosialisasi kepada Pemda dan Badan  Usaha

(Pengembang);
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22. KPR-FLPP Rumah Swadaya
a) Mengembangkan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor
informal;
b) Mengembangkan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan
perumahan untuk MBR sektor informal;
c) Mengembangkan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya,;
d) Memfasilitasi linkage program antara LKB dan LKBB;
e) Memfasilitasi pemberdayaan lembaga keuangan;
f) Melakukan ujicoba skim KPR Rumah Swadaya;
g) Mendorong pembentukan lembaga Multfinance khusus KPR program;
h) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
23. Melakukan sosialisasi kepada Pemda dan Lembaga Jasa Keuangan;
a) Peningkatan peran Bank BTN yang lebih besar;
b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi
Bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan;
c) Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/POLRI di Bank
BTN;
d) Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana
BPJS di Bank BTN;
24. Peningkatan peran lembaga sekunder
a) Melakukan kerjasama dengan PT. SMF dalam rangka peningkatan kapasitas
stakeholders pembiayaan perumahan;
b) Mendorong revisi Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 juncto 19/2005;
c) Penyiapan insfrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasitabungan
perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
d) Mendorong/memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola Tapera atau
mendorong amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
e) Mendorong/memfasilitasi penerbitan peraturan turunan UU Tapera atau
peraturan hasil amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU
BPJS;
f) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor

informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
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25. Menciptakan link antara Tapera dengan industrialisasi perumahan;

a) Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun,
Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI) pada instrument
keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan

b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana
Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan
yang mendukung pembiayaan perumahan;

c) Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRIdi Bank
BTN.

d) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan (Obligasi Daerah
dan BLUD pembiayaan perumahan)

e) Menijalin kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam
rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan

26. BLUD pembiayaan perumahan;

a) Memfasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang flexibel dibiayai
melalui obligasi daerah;

b) Memfasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan
khususnya di kota/kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai.

c) Memfasilitasi beberapa kota untuk menerapkan sistem pembiayaan swadaya

mikro perumahan
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3.3 KERANGKA REGULASI
Regulasi-regulasi yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan dalam Renstra 2015-2019 adalah :

e Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan pembentukan dan pengelolaan
Badan Pengelola (BP) Tapera;

e Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan
disiapkan merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang diamanatkan
dari UU Tapera dan UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

e Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
akan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan
perumahan adalah tentang kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan
rumah bagi MBR;

¢ Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

sedang disiapkan tentang penetapan batas penghasilan rumah tangga MBR.
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN
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Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA
Target kinerja terdiri dari target sasaran program (outcome) dan target sasaran kegiatan
(output). Target sasaran program (outcome) dan output sebagaimana terlampir.
4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan,
(diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp1.923
miliar, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp1.049 miliar. Kebutuhan pendanaan
Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNBP dari BLU Pusat
Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp1.132 miliar. Selain itu kebutuhan
pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 unit rumah yang merupakan
target RPJMN yaitu sebesar Rp164.492 miliar tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini
mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA
999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi. Alokasi
pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk Program Pengembangan Pembiayaan
Perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk tahun 2015
adalah sebesar 29% atau sebesar Rp559 miliar, tahun 2016 adalah sebesar 22 % atau
sebesar Rp215 miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 12% atau
sebesarRp237 miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar
14 % atau sebesar Rp262 miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13% atau sebesar
Rp258 miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap
target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80% atau sebesar Rp1.531

miliar.
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BAB V
PENUTUP

Reviu Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah pengembangan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Selanjutnya, Reviu Renstra Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun 2019.
Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat

Jenderal Pembiayaan Perumahan dapat disusun secara koheren.

Strategi Pengembangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan didominasi oleh
Strategi Perbaikan dan Peningkatan Efisiensi serta Strategi Peningkatan Keefektifan
Program dan Sistem. Strategi tersebut ditekankan pada proses konsolidasi (mengatasi
kelemahan-kelemahan yang ada) berbagai elemen Direktorat Jenderal Pembiayaan

Perumahan untuk meminimumkan ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada.

Program-program strategis yang dimuat dalam Reviu Renstra ini mencakup juga
program-program rinci beserta pentahapannya dan program strategis beserta program
rinci ini perlu dijadikan acuan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal dan setiap Direktorat
dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, sehingga setiap upaya
pengembangan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya cita-cita

dan tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2019 yang diharapkan.
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TARGET I (JUTA RUPIAH)

PROGRAM/ SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/
KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN SATUAN TOTAL REALISAS| | PROYEKSI
KEGIATAN/OUTPUT/NDIKATOR 2015 2017 20187+
e €} o) 2 fiE)

SASARAN STRATEGIS
1

MeningKatnya dukungang layanan Infrastruktur dasar
ermukiman dan perumahan
1 |Tingkat pelayanan Infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan % 8046 79.95 88 91 9 9
PROGRAM 3: DAN KAWASAN
SASARAN PROGRAM :
1 Meningkatnya rumah tangga masyarakat
berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak
T A 0 R S TG EE G £ e % 152 288 103 585 585 1713 6.145.82305 6.236.864,36 246473886 634937546 6.889.847,51 28.086.649,24
perumahan

1 [Tingkat aksebilitas terhadap bantuan pendanaan
jan pembiayaan perumahan untuk rumah tanggal

masyarakat berpenghasilan rendah % 152 288 103 585 585 1713 6.145.823,05 6.236.864,36 2.464.738,86 6.349.375,46 6.889.847,51 28.086.649.24
2 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backiog)

melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan

perumahan (BA 999,03 dan BA 999.07) % 207 833 479 1214 1214 147 5.106.300,00 587215072 13.402,505,00 634937546 6.889.847,51 37.620.187,69

1 [Persentase penurunan kekurangan tempat

tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan % 407 833 479 1214 1214 4147 5.106.300.00 5872150.72 13.402:505,00 634937546 6.889.84751 3762018769
dan pembiayaan perumahan

KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
UNITKERJA 31 \T DIREKTORAT JENDERAL
1 SK 3.1: Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon |

1 |[Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon |

% 100 100 100 100 37.91039 66.657,00 5552196 5073584 63311,99 26313718
oUTPUT
Layanan Dukungan Manajemen Eselon | Layanan 25 25 29 27 % 131 1443257 1334984 1626151 1680000 1780000 7864392
1 [Jumlah laporan penataan organisasi, ata
{aksana dan reformasi bifokrast Laporan 3 3 4 3 3 16 134485 137919 217815 200000 2.067,00 896919
2| Jumiah lapaporan perencanaan , pembinaan,
dan manajemen kepegawaian Laporan 3 3 3 3 3 15 188202 239940 230974 220000 238500 1117913
3 |Jumlahlaporan keuangan Laporan 3 3 4 4 3 17 58918 120000 305147 280000 296000 1060065
4 |Jumiah laporan pembinaan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan Laporan 5 5 5 5 5 25 239514 111369 1.983,63 2.300,00 2.438,00 1023050
1
5 | Jumlah laporan pertimbangan opini hukum dan
pendampingan hukum Laporan 4 4 4 4 4 20 19261 161348 101351 220000 233200 9.085.10
& | Jumian laporan kehumasan dan keprotokolan
Laporan 5 5 5 5 5 2 593323 349776 266225 320000 339200 18.685.24
7| Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan
perumanan % P Dokumen 1 1 1 1 1 5 283,74 153841 106,13 900,00 954,00 473028
8 [Jumlahlaporan evaluasi kinerja Setdijen Laporan 1 1 1 2 1 3 7520 610,90 1.096,66 120000 127200 4.254,85
Layanan internal Layanan T 164127 197697 209550 571383
1 |Jumiah Perangkat Pengolah Data dan
) Komurtkeasi Layanan 130 130 260 93797 994,25 193222
2 | Jumiah Pengadaan Peralatan Fasilias
Porkatoran Layanan 400 400 800 1039.00 110134 214034
Layanan Perkantoran Bulan Layanan 2 2 1 2 2 62 2304782 53:307.16 3761918 2095887 4341640 19877943

1 |Jumiah layanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 60 23,447.82 53.307.16 37.619,18 40.958,87 43.416,40 198.779,43
KEGIATAN 32 PENYUSUNAN KEBIJAKAM, PROGRAM DAN

ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI

KINERIA
UNITKERJA 3.2 DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
1 SK 3.2 Tersusunya Kebijakan, program dan anggaran
kerjasma, data informasi serta evaluasi kinerja
pembiayaan perumahan
T [Tingkat kualtas Kebijakan, program dan
[0 i, G T V| % 100 100 100 100 910228 s663 1220257 2029900 2151604 7587077
Iinerja pembiayaan perumahan
ouTPUT
Kebijakan, strategi, analisa makro, program dan sistem
Inintmasi pembioyan perumahan Dokumen 8 8 1 1 u 5 705363 892254 892254 1529000 1620740 56.396.11
T [Jumiah dokumen kebijakan dan siralegi bidang
pembiayaan perumahan Dokumen 3 3 4 3 3 16 221725 104483 230114 180200 3657.00 1207222
2 [Jumiah dokumen analisa makia bidang
pemblayaan perumanan Dokumen 1 1 2 1 1 6 66379 75152 115628 185500 180200 623059
3 [Jumiah dokamen rumusan standar dan kiteria
1 bantuan dan kemudahan Dokumen 1 1 2 1 1 s 5313 o6284 117390 460040 185500 882827
7| Jumiah dokumen perencanaan bidang
pemblayaan peruanan Dokumen 2 2 3 2 2 n 115554 160000 160000 159000 460040 1054594
5 |Jumiah dokumen data pengembangan sisiem
i) iang HEIE ayaar perumahan Dokumen 1 2 4 1 1 9 242082 328487 280542 350000 328487 15.296.08
& [Sumiah aporan evaluasi kinerja pembiayaan
penmaban Laporan 3 3 3 3 3 15 3 7708 200324 250000 159000 71646
MOU kerjasama pombiauaan perumahan VoU % % ) 7 ) o0 110979 265,00 269600 300000 320000 1474579
T [Jumiah MOU kerjasama dengan lembaga
2 keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah MoU 22 28 14 15 15 94 53254 1360,21 171197 2.500,00 2.650,00 8.754,72
2 [Jumiah MOU kerjasama luar neger bidang
pembiayaan perumahan MoU 0 1 2 2 a 9 s7724 133538 170143 150000 159000 670405
S 0 Bulan Layanan 2 2 0 2 © & [EX 085,44 713 005,00 06954 Tt
1 [Jumiah layanan perkanioran Bulan Layanan 12 12 12 12 2 0 938,86 1.039.44 67133 1.009.00 106954 472817
KEGIATAN33 - POLA
UNIT KERJA : DIREKTORAT POLA PERUMAHAN
SK 3.3 Tersedianya skema pembiayaan perumahan
serta terselenggaranya penyaluran bantuan
mbiayaan perumahan bagi MBR
8 Tingkal ketersediaan Tersedianya skema
pembiayaan perumahan serta terselenggaranya
1| penyaluran bantuan pembiayaan perumahan % 100 100 100 100 757008 1150605 1965000 2300900 51378954 57553367
GUTPUT
Ve s pergembangen s pobyen | o T |3 B oo T wo | m @ asotas prooem e a0 prs Py
1 [Jumiah mater tekas, rencana suateg,
pengembangan pola pembiayaan perumahan | - Mater Tekris 3 4 4 a 5 2 101559 62570 160000 150000 159000 633120
2 [Jumiah rumusan norma, standar, prosedur dan | Maleri Teknis T T T T T 5 3071 205,00
kriteria pola pembiayaan perumahan Rumusan NSPK 1 1 1 1 1 5 197,19
3 [Sumiah matertekais pengembngan pola
B pembiayaan rumah apak dan rumah susun Mater Tekris 2 2 2 1 1 8 129820 137045 100000
240000 250400 1193073
4| Jumiah materi teknis pengembangan pola rumah
Swadzya Mater Tekris 1 1 1 1 1 5 a6.11 864,89 75000
5 [Jumiah mater teknis pengembangan pola
pembiayaan mikro Mater Tekris 1 1 1 1 1 5 698,46 B11.68 0000
Tah 7 i
B | urmen et eknis pengembangan pola Mater Tekris 1 1 1 1 1 5 70094 a75.18 20000 70000 200 341512
Rumusan Rapermen pola pembiayaan perumahan Rapermen ) ) 7 ) ] ) 117160 155217 200000 225000 2.385.00 935686
T [Jumiah Rumusan rapermen pola pembiayaan
umah tapak dan rumah susun Rapermen 1 1 1 1 1 5 35978 s394 80000
7 |Jumiah Rumusan rapermen pola pembiayaan
) Tumah swadya Rapermen 1 1 1 1 1 s 21879 26428 400,00 175000 185500 716352
3 [Jumiah Rumusan rapermen pola pembiayaan
perumahan mito Rapermen 1 1 1 1 1 B 26642 25531 40000
& [Jumiah Rumusan rapermen pola pembiayaan
investasi perumahan Rapermen 0 1 1 1 1 a 26670 29864 40000 50000 53000 219534
Laporan evaluzsi kinerja Direkioral dan Layanan Bulan Layanan 5 5 @ 5 2 & 7040 109954 90000 115900 122854 509148
3 1 |Jumiah laporan evaluasi kinerja Direktorat Laporan 1 1 1 1 1 5 685,20 69.40 150,00 150,00 159,00 121360
2| Jumlah layanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 &0 1920 103014 75000 1.009.00 106954 387788
Layanan bantuan pembiayaan perumahan Ruman Tangga 110653 396172 1115500 1500000 50530000 53652325
T [Sumiah layanan operasional bantuan
permblayman peruimanan Bulan Layanan 12 12 12 12 12 0 80000 306989 615500 500000 530000 2032489
4 2 [Jumiah ramah tangga yang mendapatkan
{asiltas bantuan uang muk (BA 999.07) Ruman Tangga | 200 75033 | tonasz | saasoo | sas000 | eeris
Sumiah rumah tangga yang mendapatkan
3| S S uoe Ve e Rumah Tangga 13152 | 124es8 [ onies | 225000 | 225000 679,008 30653 89183 500000 10.000,00 500.000.00 516.198.36

KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
UNITKERJA : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

SK 3.4 Terselenggaranya pembinaan sistem
pembiayaan perumahan

o Tingkat penyelenggaraan pembinaan sistem
1 |pembiayaan perumahan % 100 100 100 100 8.981,10 1148342 32.876,79 7.049,00 7.84354 68.593,85
oUTPUT
12 12 9 33
Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan Dokumen 4 5 0 ) 550218 412218 242679 385000 407100 2197208

Indikator O




1 [Jumiah mater teknis/dokumen rencana
pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan

Dokumen 2 2 2 2 2 10 133850 114215 161835 100000 105000 614900
perumahan
2| Jumiah mater teknis/dokumen pedoman
. pembinaan sistem pembiayaan perumahan Dokumen 2 2 2 2 2 10 152319 137335 104063 100000 106000 630717
3| Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK
Dembiayaan petumaban iy Laporan 1 1 1 1 1 5 38081 5471 489,18 500,00 530,00 235470
4 [2umiah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK
" Laporan 1 1 1 1 1 5 36085 45471 503,87 500,00 53000 235843
5 [Jumiah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK
pembiayaan perumahan wilayah I Laporan 1 1 1 1 1 5 54665 4022 506,08 500,00 530,00 250295
© | Jumlah aporan evaluasi kinerja Direktorat Laporan 2 2 2 2 2 10 11043 27601 26869 35000 37100 137708
Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada Lembaga
Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi dan
pemeinih Daerah LLKBE! | ohag | koikee | 15 = % | ononr
Provinsi/ LKe/ LKe/ 264622 631201 27.70000 255000 270300 4101213
vt | 34 Provinsit | s4provinsit | provinsi | KoL | SESL | 83 rovinsit
258 Kab/Kota | 115 Kab/Kotal 373KablKota
T [oumiah Lembaga Jasa Kevangan (LK), o o "
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di SProvinsi: | 10 10
wilayah | yang memperoleh pembinaan dan o | 1A ohokbO | TKOLKEE! |4 Lkeikes:| kel [ et 797,67 1876,15 11.980,00 850,00 901,00 1641482
bantuan tekns rovinsiKablKota o, rovsy | 4skabikoa | LkeB LKBB qon,
2 98 KablKola | 35 KablKota 175 KablKota
2| Jumiah Lembaga Jasa Kevangan (LIK).
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di 10 10 5 Provinsi - 10 10 .
wilayah ll yang memperoleh pembinaan dan |  UKBAKBE! | LKBILKBE/ | LKBLKBE |5\ g gp; | Lka/ ke | LKBLKEE 0032 217829 754000 85000 90100 12.408.61
bantuan tekris Ly Prownsil | JLProvnsl | eakabikoa | LxBB kes | ZTProvnsl
3 [Jumiah Lembaga Jasa Kevangan (LIK). B B %
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di 5 Provinsi - 6 6
wilayah il yang memperoleh pembinaan dan O | LiKBE/ | LKBILKBE |4 kaykee: | ke ke | ke 90023 225846 742000 85000 90100 12.338.69
Py ang Provinsi/KabiKota| 10 Provinsi/ | 10 Provinsi/ | 4LKERKEB:| - LB K& | 25 proinsi
72KablKota | 62 KablKota 195 KabiKota
Layanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 2 12 2 60 832,70 104845 750,00 100900 106954 470059
1 |Jumlahlayanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 60 83270 104845 75000 1009.00 106954 470069
KEGIATAN 35 PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
UNITKERJA : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN
SK 35 Terselengaranya pengerahan dan
1 pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan
Tingkal peyelenggaraan pengerahan dan
n | % 100 100 100 100 491599 11556,07 1370963 1511800 16.184,08 6148377
ouTPUT
Layanan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan
oot pembray Lembaga M 3 440146 1141589 1307381 13.950.00 14.955,54 57.605.70
perumahan o
T [Jumiah dokumen rencana pendayagunaan
Sumber pembiayaan perumahan Laporan 2 2 2 2 2 10 980,68 36528 770,05 140000 148400 500001
2 [Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber
pembiayaan perumanan Laporan 1 1 1 1 1 5 14125 580,82 107545 75000 796,00 335152
3 [Jumiah lembaga asa keuangan yang difasiitasi
untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan Lembaga 5 20 25 25 35 110 259,87 174345 186132 145000 1537,00 6.851,64
& [Jumiah lembaga asa keuangan lanya yang
difasitasi untuk memilki potofolo pembiayaan |\ erpaga N 10 5 15 20 & 166,60 14368 035,67 110000 116600 381195
perumahan
5 [Jumlah persentase portofolio dana jangka
panjang BPJS, dan pensiun, asuransi dan
bapertarum PNS uniuk pembiayaan % 1 s 7 9 10 2 72579 34565 590,01 600,00 636,00 287945
pembangunan perumahan
& [Jumia persentase peningkatan pembiayaan
% Peningkatan
L ro— o pgan | - . . . -
perumahan likuiditas
B 848 163558 150486 190000 201400 713932000
% Peningkatan 15 15 15 15 15 75
sekurisasi
7 [Jumiah dokumen rancangan peraturan terkait ancangan
perusahan pembiayaan sekunder perumahan | peratiion (uick i i o o o ) 17268 . . . . 17268
& | Jumiah dokumen rancangan kebiakan (erkalt
tabungan perumahan RUUIRPP/ 1 1Rancangan | 5 pon o | g, 1
RaPerpres/ Rancangan | Perundang- | = E7F P’";W’" Rancangan 1.200,67 41623 3.93350 3.150,00 3.339,00 16.239,40
Rancangan Ipres|  Peraturan | undangan erpres. | Peraturan | peraturan
9 [jumiah lembaga jas keuangan yang difasiltasi
Untuk memilid tabungan perumahan Lembaga 0 8 10 20 20 58 108,10 63116 78,38 55000 583,00 225064
10| Jumiah lembaga jasa keuangan yang difasiitasi
untuk memiliki produk/program pembiayaan Lembaga 1 1 4 10 10 2% 10397 45909 87553 550200 583,00 257150
swadaya masyarakat
1| Jumiah perusahaan yang diasitas! unik
merglasian dara CSRunk peri®Ban | posnaan | o o o s | s © 222 ss595 w5208 15000 Lo aonao
Layanan Perkantoran Bulan Layanan ) ) ) ) ) (3 51453 14015 63582 159,00 22854 367807
Indikator Output Kegiatan
2 1 [Jumiahlaporan Evaluasi Direktorat Laporan 1 1 1 1 1 5 - 105,20 61,51 150,00 159,00 475,35

Jumiah layanan perkantoran

SK 3.6 : Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan
bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR

Bulan Layanan

320272

Tingkat penyelenggaraan pengendalian
pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan
bagi MBR

921957

12.24387

1474387

1380719

14,635,62

64.649,72

ouTPUT

Layanan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan

bantuan pembizyaan peramahan bagi MBR Laporan 8 9 1 10 10 51 663670 957872 1175281 10.498,19 1112808 4959450
Indikator
1 [Jumiah laporan pemantauan, analisa, evaluasi
dan pengendalian pelksanaan bantuan Laporan 2 3 3 2 2 12 188910 257563 274000 230000 243600 1194273
pembiyaan perumahan wilayah |
2| Jumiah laporan pemantauan, analisa, evaluasi
dan pengendalian pelksanaan bantuan
. permbiyaae perumanar flayah Laporan 2 3 3 2 2 12 173420 234096 294000 314819 333708 1350043
3 |Jumiah laporan pemantauan, analisa, evaluasi
dan pengendalian pelksanaan bantuan
permbiyaai perumanar flayah Laporan 2 3 3 2 2 12 1697.98 245260 274000 2.300,00 243800 1162858
4| Jumiah laporan pemantauan, analisa, evaluasi
dan pengendalian pelksanaan bantuan
permbymae perumaban aflayah 1 Laporan 2 3 3 2 2 12 131542 220054 292081 2600,00 276,00 1180177
S |Jumiah aporan evaluasi kinerja Direktorat Laporan 2 2 2 2 2 10 11061 197,12 41200 15000 15900 103773
Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan
pembiayaan perumahan Dokumen 4 4 4 4 4 20 19029 183224 250000 2.300,00 243800 1097363
2 indikator jatan :
1 [Jumiah dokumen rencana pelaksnaan dan
pedoman pengendalian bantuan pembiayaan Dokumen 4 4 4 4 4 20 19029 1.832.24 250000 2.300,00 2.438,00 10.973,63
perumahan
Layanan Perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 60 67958 832,41 291,06 100900 106954 408159
Indikator O i
3

Jumlah layananan perkantoran

SK 3.7 : Terselenggaranya dukungan penyaluran dan
pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan

Bulan Layanan

832,41

491,06

1.009,00

1.069,54

208159

Tingkat penyelengaraan dukungan penyaluran
dan pengelolaan bantuan pembiayaan

1 % 100 100 100 100 2146479 65.427.19 5447123 7573325 118.36006 335.456.52
perumahan
ouTPUT
Layanan promosi, perencanaan dan bantuan hukum
?;f:t, pengelola dana bantuan pembiayaan perumahan Dokumen 35 28 3 3 3 168 156222 2751690 16.350,00 16.922,00 19.201,83 81552,96
indikator
T [Jumlah laporam pelaksanaan promosi dan
1 sosialisasi Dokumen 1 10 5 5 5 2 349,43 1747995 1270000 1350314 1431333 5634585
2 |Jumia dokumen perencanaan anggaran pusat
pengelola dana bantuan pembiayaan perumahan | o men 3 2 2 2 2 1 97118 886164 230000 215435 228361 1657078
3 |Jumiah dokumen legal Dokumen 2 9 2 3 ) 17 20162 17531 135000 126451 260489 663633
Layanan kerjasama dan rekonsiliasi LIK Lembaga 9 a7 55 % % 347 2a462 101065 175000 181100 191966 673592
indikator
T [Jumiah lembaga yang berkerjasama dengan
2 pusat pengelola dana bantuan pembiayaan Lembaga 23 2 49 79 ™ 257 3658 15026 65000 45282 479,99 176965
perumahan (BLU)
2 |Jumiah rekonsiliasi dengen LIK Lembaga 24 20 4 20 20 68 208,03 860,39 1100 1358,18 143967 4966,27 |




Laporan informasi, evaluasi, pembinaan dan dukungan

manajemen pusat pengelola dana pembiayaan Laporan 20 27 53 38 38 176 1233653 117520 2458524 1981121 2099988 89.508,05
perumahan (BLU) Bulan Layanan
Indikator
1 [Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP Dokumen 10 6 31 16 16 7 256,10 11533 7.152557 5.562,01 5.895,73 19.981,75
2| Jumiah verifikasi permohonan perncairan dari
K Rumah Tangga 73150 152537 | 375000 | 310000 | 310000 | 1220687 - 26886 330000 2500,00 2650,00 871886
3| Jumlah dokumen pemelinaraan database dan
teknologi informasi yang terintegrasi Dokumen 1 2 2 2 2 9 3661 346584 312579 2500,00 2650,00 1210774
4| Jumiah dokumen pemantauan dan evaluasi
penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Dokumen 2 2 2 2 2 10 217653 120235 550687 5.000,00 5.300,00 1927575
5 | Jumiah dokumen pemenuhan SDM yang
berkualitas Dokumen 1 1 1 1 1 5 66110 191625 150000 100000 106000 613736
6| Jumla dokumen pubi Dokumen 1 2 2 2 2 9 147292 212103 320000 250000 265000 1194395
7 |Jumlah dokumen BMN Dokumen 3 15 1 i 14 58 8235 87820 20000 18719 19842 154616
8 |Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dokumen 2 1 1 1 1 6 - 22052 60000 56201 595,73 198726
Layanan Interal (overhead) Layanan 598,18 487,79 100000 150000 159000 517597
Indikator :
1 [Jumiah perangkat pengelolanan data informasi ot o000 000 o500
598,18 487,79 - ' . 517597
2| Jumiah peralatan fasilitas perkantoran onit 36000 75000 79500
Layanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 60 672324 2463665 10.786,00 35.689,04 7464869 152.483,62
Indikator O :
1 [Jumlah layanan perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 12 12 60 672324 2463665 10.786,00 35.689,04 74.648,69 152.483,62

SK 3.8 Terselngaranya dukungan penyaluran bantuan
pembiayaan perumahan

Tingkat peyelengaraan dukungan penyaluran

1| bantuan pembiayaan perumahan % 100 100 100 100 6.055.172,49 247431867 450000000 11,500,000,00 11,500,000,00 38.029.49116
OUTPUT
Bantuan pembiayaan perumahan ke Bank pelaksana
untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Ut Rumahy 76.489 56469 20227 | 42000 | 42000 239185
arusun
Indikator Output Kegiatan
1 [Jumiah unit KPR sejatera tapak yang difasiliasi
bantuan pembiayaan Unit Rumah 76.489 58.469 20227
2 |Jumlah Unit KPR sarusun yang di fasiltasi
bantuan pembiayaan perumahan Unit Sarusun - - -
605517249 447431867 450000000 1150000000 1150000000 38.020.49116
3 |Jumiah Unit KPR sewa beli untuk sarusun yang
di fasiltasi bantuan pembiayaan perumahan Unit Sarusun R R S| 42000 42000
4 |Jumiah Unit kredit kontruksiyang di fasiltasi
bantuan pembiayaan perumahan Unit Rumah - - -
5 |Jumiah Unit KPR swadya yang di fasiitasi
Unit Rumah - - -

bantuan pembiayaan perumahan
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